KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
TATA KERJA PADA DINAS PENGENDALIAN PEN
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PERE]

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. bahwa

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan P

. bahwa

. Undang-Undang Nomor 13

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR.2 TAHUN.20%]

L

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

BUPATI KENDAL,

dalam
pemerintahan bidang Pember
Perlindungan Anak di Kabupaten

rangka  penyelenggdraan
yaan Perempuan dan

DAN FUNGSI, SERTA
IDUDUK, KELUARGA
MPUAN DAN

urusan

Kendal, telah

ditetapkan Peraturan Bupati Kgndal Nomor 95 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Suspnan Orf
dan Fungsi, serta Tata Kerja ppda Dina
Penduduk, Keluarga  Berencana,
Perempuan dan Perlindungan Arjak Kabuj

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Pidana Kekerasan Seksual, perlu me
Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengenda
Keluarga Berencana, Pemberdpyaan P
Perlindungan Anak Kabupaten Kerl
Peraturan Bupati Kendal sebagaimana
huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditiz
berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a dan huruf
menetapkan Peraturan Bupati tentan

panisasi, Tugas
s Pengendalian
Pemberdayaan
paten Kendal;

asal 76 ayat (2)
tentang Tindak
'mbentuk Unit
lian Penduduk,
erempuan dan
idal, sehingga
dimaksud pada
rjau kembali;

sebagaimana
b, maka perlu
g Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan|Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Pengendalian

pada Pendud

uk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Peremnpuan dan Perlindungan

Anak.

Tahun

Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten:

1950 tentang

dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tehgah sebagaimana telah




diubah dengan Undang-Undang
tentang Pembentukan Daerah Ti
mengubah Undang-Undang Nqg
tentang Pembentukan Daerah-
Lingkungan Propinsi Jawa Te
Republik Indonesia Tahun 1963
Lembaran Negara Republik Indor
. Undang-Undang Nomor 23 [Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambs
Negara Republik Indonesia Nomor 5587
telah beberapa kali diubah tegakhir de
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenta
Peraturan Pemerintah Pengganti|Undang-
2 Tahun 2022 tentang Cipta
Undang (Lembaran Negara Republik In
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran N
Indonesia Nomor 6856);
. Undang-Undang Nomor 12 Tahuyn 2022
Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran N
Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambs
Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
. Undang-Undang Nomor 11 Tahup 2023 t
Jawa Tengah (Lembaran Negara Repu
Tahun 2023 Nomor 58, Tambdhan Len
Republik Indonesia Nomor 6867)]
. Undang-Undang Nomor 20 Tahu
Sipil Negara (Lembaran Negaj
Tahun 2014 Nomor 141, Tamb|
Republik Indonesia Nomor 6897);
. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
Penetapan Mulai Berlakunya | Undang:-
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pember
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Ten|
Daerah Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 1
Perluasan Kotamadya Daerah| Tingkat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 25, Tambahan Lembaran Ne
Indonesia Nomor 3079);

ah (Le
Nomor
esia Nom

n 2023 te
fa  Repu

6 Tahun

erja me

. Peraturan Pemerintah Nomor 1
Perangkat Daerah (Lembaran Ne
Tahun 2016 Nomor 114, Tamb
Republik Indonesia Nomor 58
diubah dengan Peraturan Peme]
2019 tentang Perubahan atas
Nomor 18 Tahun 2016 tent
(Lembaran Negara Republik I

8 Tahun
para Rep
ahan Lei
R7) seba
rintah Nc
Peratur;
ang  Pera
ndonesia

Nomor 9 Tahun 1965
ngkat II Batang dengan
mor 13| Tahun 1950
DrLerah Kabupaten Dalam

baran Negara
52, Tambahan
or 2757);

2014 tentang
sara Republik
than Lembaran
) sebagaimana
ngan Undang-
ing Penetapan
Undang Nomor
njadi Undang-
donesia Tahun
egara Republik

tentang Tindak
egara Republik
shan Lembaran

entang Provinsi
blik Indonesia
nbaran Negara

ntang Aparatur
blik

Indonesia

hhan Lembaran Negara

1950 tentang
:Undang 1950
itukan Daerah-
gah/Barat dan

1976 tentang
II Semarang
Tahun 1976
gara Republik

2016 tentang
ublik Indonesia
mbaran Negara
igaimana telah
ymor 72 Tahun
an Pemerintah
angkat Daerah
Tahun 2019




Menetapkan

10.

i

12,

. Peraturan Pemerintah Nomor 1

Nomor 187, Tambahan Lemb)
Indonesia Nomor 6402);

Manajemen Pegawai Negeri S
Republik Indonesia Tahun 2017
Lembaran Negara Republik Ij
sebagaimana telah diubah denga
Nomor 17 Tahun 2020 ten
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Manajemen Pegawai Negeri S
Republik Indonesia Tahun 202(
Lembaran Negara Republik Indor
Peraturan Menteri Pendayagunad
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tah
Kerja pada Instansi Pemerintah
Birokrasi (Berita Negara Republil
Nomor 181);
Peraturan Daerah Kabupaten K
2016 tentang Urusan Pemer]
Kewenangan Pemerintahan Dag
(Lembaran Daerah Kabupaten
Nomor 6 Seri E No. 3, Tambg
Kabupaten Kendal Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten K

2016 tentang Pembentukan dan Susu

Daerah Kabupaten Kendal (Lemb
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 S
Lembaran Daerah Kabupaten
sebagaimana telah beberapa kali
Peraturan Daerah Kabupaten K
2021 tentang Perubahan Kedua
Nomor
Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Nomor 13, Tambahan Lembar
Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F
TATA KERJA PADA DINAS PENGENDALIA

PERATURAN BUPATI

KELUARGA BERENCANA, PE
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang
1. Daerah adalah Kabupaten Ke

8 Tahun 2016 tentang Pem

aran  Ne

1 Tahun
pil (Lem;
[ Nomor
idonesia
n Peratu
tang Pe
1 Tahun
jpil (Lerm
) Nomor
jesia Nom
hn Apara
un 2022
untuk P
k Indones

(enndal N
ntahan

Kendal
lthan Len

(endal N
aran Dae

Kendal
diubah t

atas Per
Kabug

Kendal
an Daer

hdal.

eri D No,

gara Republik

2017 tentang
ibaran Negara
63, Tambahan
Nomor 6037)
ran Pemerintah
rubahan atas
2017 tentang
ibaran Negara
68, Tambahan
or 6477),
tur Negara dan
tentang Sistem
enyederhanaan
jia Tahun 2022

omor 6 Tahun
yang Menjadi

rah Kabupaten Kendal

Tahun 2016
nbaran Daerah

pmor 8 Tahun
nan Perangkat
rah Kabupaten
1, Tambahan
159)
erakhir dengan

Nomor

endal Nomor 13 Tahun

aturan Daerah
pentukan dan
paten  Kendal
Tahun 2021
ah Kabupaten

KEDUDUKAN,
UNGSI, SERTA
N PENDUDUK,
MBERDAYAAN

dimaksud dengan :




10.

1.

12

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah
penyelenggara pemerintahan
pelaksanaan urusan pemer
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kendal.

Sekretaris Daerah adalal
Kabupaten Kendal.

Perangkat Daerah adalah u
Daerah dan Dewan Perwakilg
penyelenggaraan urusan per
kewenangan Daerah.

Unit Kerja adalah satuan
sebagai tempat Pegawai
bersangkutan melaksanakan

Dinas Pengendalian Pendudy
Pemberdayaan Perempuan (¢
yang selanjutnya disebut
Pengendalian  Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan d
Kabupaten Kendal.

Kepala Dinas adalah Kepal
Penduduk, Keluarga Berg

Bupati
Daerah y
intahan

n Sekre

nsur pet
in Rakyat
erintahai

kerja ati
Negeri
tugas dal

1k, Kelua
jan Perli
Dinas
Keluargt
lan Perli

la Dinas
ncana,

Perempuan dan Perlindungan Ans

Kendal.

Aparatur Sipil Negara yang se
adalah profesi bagi pegawai |
pemerintah dengan perjanji
pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang se]

lanjutnys
hegeri Sif
an  kerja

lanjutnya

adalah warga negara Indonesia yd

syarat tertentu, diangkat sebs
tetap oleh pejabat pembir]
menduduki jabatan pemerints
Jabatan Fungsional adalah s
berisi fungsi dan tugas berk
fungsional yang berdasarkd
keterampilan tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Da
disingkat UPTD adalal
melaksanakan kegiatan tekn
kegiatan teknis penunjang ter
Kelompok Jabatan Fungsi
tenaga dalam jenjang fungsi
berbagai kelompok sesuai der
Sistem Pengendalian Intq
selanjutnya  disingkat S
Pengendalian Intern yang
menyeluruh di lingkungan
pemerintah daerah.

hgal pega

hhan.
ekelompo
pitan den
in pada

sebagai unsur
ang memimpin
yang menjadi

itaris Daerah

mbantu kepala
Daerah dalam
n yang menjadi

asan langsung
Sipil  yang
am organisasi.

rga Berencana,
ndungan Anak
adalah Dinas
7 Berencana,
ndungan Anak

Pengendalian
Pemberdayaan
ak Kabupaten

1 disingkat ASN
il dan pegawai
yang bekerja

disingkat PNS
ing memenuhi
wai ASN secara

a kepegawaian untuk

k jabatan yang
igan pelayanan
keahlian dan

i

tentu pa
pnal ads
pnal yan
jgan keak
rm Pen
PP, ac
diselengg

erah yaJil
orgdnisasi
s operashona] dan/atau

g selanjutnya
yang

la Dinas.

alah sejumlah
r terdiri dalam
1liannya.

lerintah  yang
lalah  Sistem
arakan secara

pemerintah pusat dan




BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS I
Bagian Kesalf
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan
pemerintahan di bidang ps
keluarga berencana, pember
perlindungan anak yang
Daerah.

(2) Dinas dipimpin  oleh
berkedudukan di bawah d
kepada Bupati melalui Sekret]

Bagian Kedy

Tugas
Pasal 3

mempunyai tugas
melaksanakan urusan
pengendalian penduduk,
pemberdayaan perempuan, dan |
menjadi kewenangan dan tug
ditugaskan kepada Daerah.

Dinas
P

Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas
dalam Pasal 3, Dinas mempunyai

a. perumusan kebijakan di
penduduk dan keluarga
sejahtera dan pemberday
pemberdayaan perempuan
anak;

o]

]

pengoordinasian dan pelal
bidang pengendalian penf
berencana, keluarga sejahtg
keluarga, serta pemberday
pemenuhan hak anak;

pembinaan, pengawasan, d
fasilitasi kebijakan di bidang
dan keluarga berencana, K
pemberdayaan  keluarga,
perempuan dan pemenuhan |

pelaksanaan evaluasi dan
bidang pengendalian peny
berencana, keluarga sejahte
keluarga, serta pemberday
pemenuhan hak anak;

unsuy
pngendalian  penduduk,

DAN FUN(S

u

pelak

layaan pi
menjadi

Kepala
an bertd
aris Daer

a

membsé
emerintal
keluarga
berlindun

fungsi:
bidang
berencs

aan ke
dan pe

ksanaan
Huduk
ra dan
raan  pe

A peng

pengenda

feluarga
serta

pelapora;
Huduk
tra dan
faan  pe

ra s pemF

Bagian Ketiga

bak anak;

wh

LT

sana  urusan
erempuan, dan
kewenangan

Dinas yang
nggung jawab
ah.

antu
1arl

Bupati
bidang
berencana,
igan anak yang
antuan yang

.ebagaim&na dimaksud

pengendalian
ina, keluarga
luarga, serta
menuhan hak

kebijakan di
dan keluarga
pemberdayaan
rempuan dan

endalian  serta
lian penduduk
sejahtera dan
pemberdayaan

?

n kegiatan di
dan keluarga
pemberdayaan
rempuan dan




e.

(1)

(2)

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dala

(1)

fungsi Dinas sebagaimana dima]
Pasal 4.

(1)

(2)

pelaksanaan pembinaan
kesekretariatan Dinas kepad
lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi kedinas;
oleh Bupati di bidang pengg
keluarga berencana, kel{
pemberdayaan  keluarga,

perempuan dan pemenuhan |

BAB III

SUSUNAN ORG/
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas te}

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang membav
Subbagian Umum dan Kej

c. Bidang Pengendalian Pd
Berencana;,

d. Bidang Keluarga Sejahtg
Keluarga;

e. Bidang Pemberdayaan
Pemenuhan Hak Anak;

1. HPTD.

Bagan Susunan Organisas
tercantum dalam Lampiran I
tidak terpisahkan dari Peratu

BAB IV
TUGAS DAN FT
Bagian Kes:
Kepala Din
Pasal 6

huruf a bertugas memimpin

Bagian Ked|
Sekretarid
Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dir
ayat (1) huruf b dipimpin ¢
yang berkedudukan di bawah
kepada Kepala Dinas.

Sekretariat sebagaimana di
mempunyai tugas melg

admir

hn lain 3
rndalian
larga
serta

g

3

ANISASI

rdiri atas

rahi :
pbegawaia
nduduk

bra dan
Pere
i Dinas

yang met
ran Bupa

UNGSI
Ltu

S

pelaksan
ksud pac

Lia

naksud ¢
bleh seor
dan bert

maksud
ksanaka

hak anak|

1istrasi dan

a seluruh Unit Kerja di

yang diberikan
penduduk dan
ejahtera dan
pemberdayaan

1,

dan Keluarga
Pemberdayaan

mpuan dan

sebagaimana
Lupakan bagian
ti ini.

im Pasal 5 ayat
aan tugas dan
la Pasal 3 dan

dalam Pasal 5
ang Seckretaris
anggung jawab

pada ayat (1)
h penyiapan




(3)

(1)

(2)

koordinasi pelaksanaan ty
pemberian dukungan admin
unit organisasi di lingkungg
perumusan kebijakan  tel
pembinaan, pengawasan, pel

lgas,

n Dinas
nis,

pe
istrasi Kepada seluruh

Jols
1gendaliqn, pengelolaan

mbinaan dan

yang meliputi
ngoordinasian,

dan fasilitasi kegiatan di| bidang| perencanaan,

evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan

keuangan.

Dalam melaksanakan tugas |[sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sekretariat melpksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan ko¢rdinasi | kegiatan di
lingkungan Dinas;

b. penyiapan bahan koordjnasi dah penyusunan
rencana program dan kegiatan |di lingkungan
Dinas;

c. penyiapan bahan pemhinaan dan pemberian
dukungan administrajsi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawgian, hukum, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip d dokumentasi di
lingkungan Dinas;

d. penyiapan bahan koordinasi endataan dan
informasi di lingkungan Dinas; 1

e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan
penataan organisasi an ta laksana di
lingkungan Dinas;

f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan SPIP
dan pengelolaan informas| dan dokumentasi;

g. penyiapan bahan pengelolaan barang
milik/ kekayaan Daergh da pelayanan
pengadaan barang/jasa dj lingkungan Dinas;

h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

i. pelaksanaan tugas lain| yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai deng

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kej
dimaksud pada Pasal 5 ayg

dipimpin oleh Kepala Subbagian y

bawah dan bertanggung jawal

Subbagian Umum dan

melakukan penyiapan bahan perumu

koordinasi dan pelaksanaan
pelaporan di bidang umum dj

N tugas

t (1) hui

b kepada
Kepegaw:

kebijakal
hn kepega

dan fungsinya.

begawaian sebagaimana

uf b angka 1,
ang berada di

Sekretaris.

hian  bertugas
san kebijakan,
n, evaluasi dan
awaian.




(3)

Tugas sebagaimana dimaksug

menyiapkan bahan renc
serta anggaran pada §
Kepegawaian;

a.

di bidang umum dan kepe

menyiapkan  bahan
pelaksanaan kebijakan t
dan kepegawaian;

menyiapkan bahan penge
lingkungan Dinas;

menyiapkan bahan peng
lingkungan Dinas;

dan aset di lingkungan Di

menyiapkan bahan kerjas
lingkungan Dinas;

menyiapkan bahan peng

| ayat (2)

ana, pro
ubbagiat

menyiapkan bahan perumusan k¢

gawaian;

dan p
pknis di

lolaan ke

meliputi :
oram kegiatan
1 Umum dan

:bijakan teknis

engoordinasian
bidang umum

tatausahaan di

elolaan kepegawaian di

menyiapkan bahan pengelolaan

has;

ama dan

relolaan

dokumentasi di lingkungan Dinas;

menyiapkan bahan pg
hukum dan ketatalaks
Dinas;

menyiapkan bahan eval
bidang umum dan kepegal

melaksanakan tugas
pimpinan sesuai dengan
kerjanya.

rlaksanaa
anaan

1asi dan
waian; dé

kedinas
tugas d

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk ¢

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

Bidang Pengendalian Pen
Berencana sebagaimana din

Han Kelus

duduk
naksud ¢

rumah tangga
kehumasan di
kearsipan dan

n
i

organisasi,
lingkungan

pelaporan di
ATl

lain dari
n fungsi unit

arga Berencana

dan Keluarga
lalam Pasal 5

ayat (1) huruf ¢ dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah d
kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pen
Berencana sebagaimana di1

mempunyai tugas meld
perumusan kebijakan, koord
kebijakan, evaluasi dan

pengendalian penduduk dan |
Dalam melaksanakan tugas
pada ayat (2), Bidang Pengg
Keluarga Berencana mempun
a. penyiapan bahan p

koordinasi dan pelaksan;

an  berta

Huduk
maksud
ksanakal

inggung jawab

dan Keluarga
pada ayat (1)
n penyiapan

linasi d
_ pelaagran

pelaksanaan
bidang

<eluargt[3erencana.

sebagai

ana dimaksud

ndalian Penduduk dan

yai fung

erumusal
han kebi]

dan pelaporan di bidang jamina

berencana;

h kebijakan,
akan, evaluasi
n ber-keluarga




b. penyiapan  bahan
koordinasi dan pelaksan
dan pelaporan di bidan
ber-keluarga berencana;
penyiapan  bahan

koordinasi dan pelaksan
dan pelaporan di bidang

fungsinya.

Bagian Keem}pat

pelaksanaan fungsi kedingsan lain
oleh Kepala Dinas sesuyai deng

perumusa
an kebijakan, evaluasi

kebijakan,

pembinaan kesertaan

perumusa

an kebi

kebijakan,
akan, evaluasi

pengendalian penduduk
dan informasi keluarga; dan

yang diberikan
an tugas dan

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Bidang Keluarga

Sejahtera

dan

Pemberdayaan

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf d dipimpin oleh

berkedudukan di bawah d
kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga
mempunyai  tugas

kebijakan, evaluasi dan pel3
sejahtera dan pemberdayaan

Dalam melaksanakan tugas
pada ayat (2),

a. penyiapan bahan P

koordinasi dan pelaksanaan kebij
bidang ¢

dan pelaporan di
pergerakan;
penyiapan bahan p
koordinasi dan pelaksan;
dan pelaporan di bidang
lapangan keluarga ber
masyarakat perdesaan;
penyiapan bahan p
koordinasi dan pelaksani
dan pelaporan di

kesejahteraan, dan kualitas keluar

pelaksanaan fungsi kedin;
oleh Kepala Dinas sest
fungsinya.

Sejahterg dan
Keluarga sebagaimana dimaksud
melgksanakai
perumusan kebijakan, koordinasi dal
yporan bidang keluarga

Bidang Ke¢luarga
Pemberdayaan Keluarga memjpunyai fu

Kepala,
an  berta

!

keluarga.

sebagaim

Crumusat

erumusar
han kebij
pendayag
encana

Prumusai
han kebi]
bidang

hsan lain
lai deng

Bidang yang
nggung jawab

Pemberdayaan
bada ayat (1)
n penyiapan
n pelaksanaan

lana dimaksud
Sejahtera dan
Ingsi :

1 kebijakan,
akan, evaluasi
advokasi dan

n kebijakan,
akan, evaluasi
unaan petugas
dan institusi

1 kebijakan,

akan, evaluasi
ketahanan,

pa; dan

yang diberikan

an tugas dan




Bidang Pemberdayaan Perempud

(1)

(2)

Ketentuan mengenai uraian tugas unit
lingkungan Dinas tercantum c;‘flam Lan
merupakan bagian tidak terpisahkan ¢

Bagian Kelis

Anak
Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Peren
Hak Anak sebagaimana dimal
(1) huruf e dipimpin oleh
berkedudukan di bawah d
kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Peren
Hak Anak sebagaimana dif
mempunyai tugas  mela
perumusan kebijakan, koorg
kebijakan, evaluasi dan
pemberdayaan perempuan
anak.

Dalam melaksanakan tugas
pada ayat (2), Bidang Pember
Pemenuhan Hak Anak mempt

1k}

n dan Pe

ipuan da
ksud dala

Kepala
an  berta

1puan da
maksud
ksanakat
inasi da
pelapora;
dan pei

sebagaimn
dayaan F
inyai fun

Erumusan

a. penyiapan  bahan  p
koordinasi dan pelaksan
dan pelaporan di bi

gender dan pemenuhan hak anak;

penyiapan bahan

hidup perempuan; dan

pelaksanaan fungsi kedin
oleh Kepala Dinas sesy
fungsinya.

Bagian Keenag

Uraian Tuga

Pasal 12

perumusat
koordinasi dan pelaksangan kebij
dan pelaporan di bidang pening

10

menuhan Hak

an Pemenuhan
im Pasal 5 ayat

Bidang yang
nggung jawab

an Pemenuhan
pada ayat (1)
it penyiapan
n pelaksanaan
n di bidang
menuhan hak

lana dimaksud
’erempuan dan

gsi
kebijakan,

an kebijakan, evaluasi

g pex

san lain
jai  deng

11

Bupati ini.
BAB V
KELOMPOK JABATAN F
Bagian Kesaf]
Umum
Pasal 13

(1)

()

Kelompok Jabatan Fungsid
Dinas ditetapkan sesuai det

peraturan perundang-undang

Kelompok Jabatan Fungsid
bawah dan bertanggung j
kepada Kepala Dinas, Sekret
yang memiliki keterkaitan dej
dan fungsi Jabatan Fungsion;

UNGSIOLI
u
bnal pag

1gan keb
an.

nal ber
hwab se
hris, dan
hgan pels

al.

lgarusutamaan

1 kebijakan,
akan, evaluasi
katan kualitas

yang diberikan
an  tugas dan

organisasi di
npiran Il yang
lari peraturan

NAL

la lingkungan
utuhan sesuai

kedudukan di
cara langsung
Kepala Bidang
ksanaan tugas




(3)

(4)

(5) Tugas,

(6)

(1)

2)

(1)

(2)

Kelompok Jabatan Fungsion|
pejabat fungsional jenjang kg
keahlian.
Jumlah, jenis,
sebagaimana dimaksud pad
berdasarkan hasil analisis
beban kerja.

pembinaan dan p
Fungsional sebagaimana di
sesuai ketentuan peraturan p
Untuk memenuhi kebutuhd
sebagaimana dimaksud pa¢

sesuai ketentuan peraturan p

Bagian Kedu
Pengelolaan Kinerja Pejali
Pasal 14

Pejabat Fungsional melaksatf
berkaitan dengan pelaya
berdasarkan pada
tertentu.

Selain melaksanakan tugas ¢
dimaksud pada ayat (1), pq
diberikan tugas tambahan s
yang dalam menjalankan
individu dan/atau tim kerja.

Pasal 15

Pejabat fungsional melak
fungsinya secara individu dar]

Pelaksanaan tugas dan funj

keahlian

al terdiri
pterampil

dan jenjang Jabat

a ayat
jabatan

engemba
maksud

In Jabat
la ayat
erundang

a

hakan tu
nan  fur
dan

lan fung
pjabat fu

hgasnya

'sanakan
|/atau be

psi secar

sebagaimana dimaksud pada aya

membentuk tim kerja.

(3) Tim kerja sebagaimana dimal

(5)

(1)

(2)

berasal dari Jabatan Fu
berbagai latar belakang kon

rsud pads
hgsional
jpetensi )

Perangkat Daerah tersebut atau dari

Daerah.

Ketua tim kerja sebagaimana
berasal dari unit organisasi p

Pembentukan tim kerja seba
ayat (2) ditetapkan oleh Kepa

Pasal 16

Pejabat fungsional melaporl
dan fungsinya secara langsur]
organisasi.

bmilik kir
aimana ¢
Perang]

ran  pelal
o kepada

11

dari sejumlah
an dan jenjang

,Lm Fungsional
1), ditentukan
dan analisis

ngan Jabatan
pada ayat (1)

erundang-undangan.

an Fungsional
(1) dilakukan
r-undangan.

)at Fungsional

gas dan fungsi
1gsional  yang
keterampilan

51 sebagaimana
ngsional dapat

lebagai Ketua tim kerja

bekerja secara

tugas dan

rkelompok.

a berkelompok
t (1) dengan

q ayat (2) dapat

sejenis atau
yang ada pada
luar Perangkat

dimaksud pada ayat (2)

lerja.
dimaksud pada
kat Daerah.

ksanaan tugas
| pimpinan unit

Pimpinan unit organisasi sewaktu-waktu berwenang

untuk meminta laporan ke
dan/atau ketua tim kerjg
kerjanya.

pada peja
p di  lin

ibat fungsional
gkungan unit




(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(©)

(7)

(8)

(©)

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Dinas dalam m
berpedoman pada peraturan f

Dalam melaksanakan tugas

| setiap

claksanakan
perundanig-undangan.

12

tugasnya

pimpinan unit

organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib

menerapkan prinsip koor

linasi,

sinkronisasi baik dalam lingkungan

maupun antar satuan org
Pemerintah Daerah serta
Pemerintah Daerah sesuai
masing.

Setiap pimpinan unit orgar
bawahannya masing-masing.
Dalam  hal setelah  dj
sebagaimana dimaksud p
penyimpangan, pimpinan un
langkah-langkah yang dipe

peraturan perundang-undang

Setiap pimpinan unit organi

anisasi
instansi
dengan

lakukan
nda

rlukan
an.

sasi bert

ayat
it organisasi mengambil

integrasi dan
masing-masing
di lingkungan
lain di luar
tugas masing-

)isasi wdjib mengawasi

pengawasan
(3) terjadi

sesuai  dengan

anggung jawab

memimpin dan mengoordinagikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit org
mematuhi petunjuk dan ber
atasan masing-masing sert
berkala tepat pada waktunya

Setiap laporan yang diterin
organisasi dari bawahannya d
sebagai bahan untuk penj
lanjut serta untuk membe]
bawahan.

Dalam menyampaikan lapqg
sebagaimana dimaksud pad;
tembusan kepada unit orgal

nisasi

tanggung
A menyi

na oleh

usunan
rikan pe

ran  kep
h ayat (7

fungsional mempunyai hubungan kerj

Dalam melaksanakan pengej
pimpinan unit organisasi
mengadakan rapat berkala.

beserta

mengikuti

serta petunjuk

dan
jawab kepada
apkan laporan

pimpinan unit

liolah dan dipergunakan

laporan lebih
tunjuk kepada

ada pimpinan
), disampaikan

nisasi lain yang secara

2.

hdalian kegiatan, setiap

bawahannya




BAB VII
KEPEGAWA
Pasal 18
Jenjang jabatan dan kepang
kepegawaian diatur sesuai
perundang-undangan.
Pasal 19

(1) Selain jabatan Kepala Din
Bidang, Kepala Subbagian, Ke
Fungsional, pada Dinas terdaj

(2) Jabatan Kepala Dinas, Sek
Kepala Subbagian, Kepala UP
dan jabatan pelaksana di ling
dan diberhentikan oleh pe

sesuai dengan peraturan perundang-ur

Pasal 20

(1) Dinas wajib menyusun kebutuhan ju

jabatan ASN berdasarkan
analisis beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jun
ASN sebagaimana dimaksud

untuk jangka waktu 5 (lima) |

1 (satu) tahun berdasarkan p
BAB VIII

KETENTUAN LA

Pasal 21

(1) Dinas dapat membentuk

peraturan perundang-undang
(2) UPTD sebagaimana dimaksud
oleh kepala yang berkedu
bertanggung jawab kepada K¢

[AN

S

b=

katan
ketentu

as, Sekr
pala UPT
pat jabata

TD, Jaba
rkungan
jabat ya

analisis

nlah dan
pada aya
fahun yat
Fioritas k

[N-LAIN

UPTD
an.
1 pada ay
dukan d
tpala Din

13

susunan
peraturan

erta
An

etaris, Kepala
'D dan Jabatan
n pelaksana.

retaris, &epala Bidang,

tan Fungsional
Dinas diangkat
ng berwenang
idangan.

mlah dan jenis
jabatan dan

jenis jabatan
t (1) dilakukan
ng diperinci per
ebutuhan.

berdasarkan

rat (1) dipimpin
i bawah dan

1S,

(3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,

serta tata kerja UPTD sebag
ayat (1) diatur lebih lanjut det

BAB IX
KETENTUAN PER
Pasal 22

Pejabat yang telah ada sebelur
berlaku tetap melaksanakan tu
dilantiknya pejabat yang baru
Bupati ini.

aimana (
ngan Perd

RALTHAN

n Perat
gasnya
berdasar

limaksud pada
ituran Bupati.

an Bupati ini
ampai dengan
kan Peraturan




BAB X
KETENTUAN PE

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati in
Peraturan Bupati Kendal Nomor

NUTUP

| mulai
05 Tahus

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga

serta Tata Kerja pada Dinas P
Keluarga Berencana, Pemberd3
Perlindungan Anak Kabupaten
Kabupaten Kendal Tahun 2021
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai
diundangkan.

Agar setiap orang mengetah
pengundangan Peraturan

penempatannya dalam Berita Da

Ditetapl

pada tat

Bl

(

DId

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 24 “ondari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
UPATENKENDAL,

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAH

engendal
lyaan P¢
Kendal

Nomor 9

berlaku

uinya, t
Bupati
brah Kabi

ran di Ke;
hggal 24

JPATI KE

Sl

O M GAN

14

berlaku, maka
n 2021 tentang
5 dan Fungsi,
lan Penduduk,
rempuan dan
(Berita Daerah
5) dicabut dan

pada tanggal

memerintahkan
ini dengan
1paten Kendal.

ndal
qaﬂ =l 20325

ENDAL,

(INDUTO

UN 25N

DMOR 3
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LAMPIRAN [[
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 3.[TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS],
SERTA TATA KERUJA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Subbagian A NS W |
Umum dan KELOMPOE JABATAN |
Kepegawaian & FUNGSIONAL
| R W
Bidang Bidang Bidang
Pengendalian Keluarga Sejphtera dan Pemberdayaan Perempuan
Penduduk dan Pemberdayaah Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
Keluarga Berencana
] | S | L1 == S _“0 E
KELOMPOK | | EELOMPOK JABATAN |
] roNGsionAL || |—: fomopomar [ B FUNGSIONAL
N st T | 1 N T (S




KEPALA DINAS, SEKRETARIS,KEPALA BIDANG, KE

A. Nama Jabatan : Kepala Dinas
Uraian Tugas

a.

16

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR .3 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI,| TUGAS | DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

URAIAN TUGAS

PALA SUI

BBAGIAN PADA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

merumuskan dan menetapkan rencana dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedomar

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
serta memberikan arahan baik secara lisan maupu

kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan

baik vertikal maupun horizontal guna sinkr
pelaksanaan tugas;

merumuskan kebijakan teknis urusan
pengendalian penduduk, keluarga
perempuan, dan pemenuhan hak anak di I

ber¢ncana,
Daerah sésuai peraturan

program

pnisasi d

kegiatan Dinas
hasil evaluasi

I pelaksanaan tugas;

kompetensinya
n tertulis guna

instansi terkait
an harmonisasi

pemerintahan bidang

pemberdayaan

perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundd
pengendalian penduduk, keluarga

ber¢ncana,

ing-undangan di bidang

pemberdayaan

perempuan, dan pemenuhan hak anak sebagai bahan perumusan

kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaar

menyelenggarakan pembinaan,
kegiatan di bidang pengendalian pendudy

pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak

peraturan perundang-undangan agar Kkinerjs
yang telah ditetapkan;

menyelenggarakan pembinaan teknis dan
pengendalian penduduk, keluarga bers
perempuan dan pemenuhan hak anak serta
peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan kegiatan di bidang p
keluarga berencana, pemberdayaan perem]
hak anak serta implementasinya sesuai prog
telah ditetapkan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penys
pertukaran informasi dengan instansi [
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

pengawagan dan
k, keluarga berencana,

tugas;

h Dinas 1

administ
pncana,
impleme

cngendali
puan, d
ram dan

pengendalian

anak sesuai
nencapai target

ratif di bidang
pemberdayaan
ntasinya sesuai

jan penduduk,
n pemenuhan
kebijakan yang

elenggare
yemerint

dan sistem
, pemerintah

yang menangani bidang



. Nama Jabatan : Sekretaris
Uraian tugas

a.

pengendalian penduduk, keluarga berg
perempuan, dan pemenuhan hak anak sg
perundang-undangan;

memfasilitasi pelayanan pengaduan di

ncana,

1+

pemberdayaan

suai dengan peraturan

bidang

pengendalian

penduduk, keluarga berencana, pemberdgyaan perempuan, dan
pemenuhan hak anak dan merumuskan upgya pemecahan masalah
ai akibat pengendalian

terhadap pengaduan yang diajukan sebag
penduduk, keluarga berencana, pemberd
pemenuhan hak anak;

mengupayakan intensifikasi dan

ekstensifikasi

hyaan p

erempuan  dan

pengendalian

penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan

perlindungan anak guna menunjang pembar

mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan
ber¢ncana,

pengendalian penduduk, keluarga
perempuan dan pemenuhan hak anak;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas

pencapaian program kerja yang telah disusyn untuk

kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas

pencapaian program kerja yang telah disusyn untuk

kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik
sparansi;

tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan trar

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

gunan D

dengan

dengan

aerah;

data di bidang
pemberdayaan

cara mengukur
bahan laporan

cara mengukur
bahan laporan

lisan maupun

bawahan berdasarkan

sesuai keétentuan dalam

rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyampaikan saran dan pertimbangan keg

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

tugas dan fungsi Dinas.

menyusun rencana dan program kegiatan
peraturan perundang-undangan dan hasil

ada pimpinan baik lisan

berjalan lancar

sesuai dengan

Sekretariat berdasarkan
evaluasi
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

kegiatan tahun

menjabarkan perintah pimpinan melalui ppngkajian permasalahan

dan peraturan perundang-undangan agar

berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan

pelaksanaan

tugas

kompetensinya

serta memberikan arahan baik secara lisah maupun tertulis guna

kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi
baik vertikal maupun horizontal untuk
masukan,
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perupdang-ur

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedom
kegiatan;

dengan
mendapa

serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi

an untul

instansi terkait
tkan informasi,

\dangan sesuai
< melaksanakan




menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas
berkaitan dengan kegiatan perencanaan, eva
informasi, keuangan, administrasi umum, }
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan
ditetapkan;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Straf

Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja [
Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaat
ketentuan yang berlaku;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsg
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Lap
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Rencana Kej
(RKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerin
Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pe
dengan ketentuan yang berlaku;

mengelola sistem informasi dan data Dinas g
yang berlaku agar diperoleh efektivitas daj
kegiatan;

menyelenggarakan pelayanan administrasi
keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, pr
kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/pe
kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelo
tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat darn
tamu Dinas;

dan nasi
luasi, pe

Rencansg
Anggaral
| plafon

Rencana

Jtama (I
1 lainnya

p Lapor
oran Ki
ja Peme
Lah (SPIP
laporan

esuai detl
h efisien

umum,
otokoler,
rbekalan

18

kah dinas yang
aporan, sistem

cepegawaian dan fungsi

. Kegiatan dan
h (DPA) serta
anggaran yang

Pembangunan
fegis (Renstra),
KU), Perjanjian
sesuai dengan

an  Keterangan
nerja Instansi
rintah Daerah
), Pengendalian
lainnya sesuai

1gan ketentuan
51 pelaksanaan

kepegawaian,
perpustakaan,
pengamanan

laan aset
peneri

tetap dan aset
n kunjungan

mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di

lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan p

. mengoordinasikan dan  memfasilitasi
Operasional Prosedur (SOP), analisis jabata
evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
standar pelayanan serta pengusulan form
Dinas;

melaksanakan pembinaan, pengawasan, da
fungsi manajemen administrasi perkan
pelayanan prima,;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi
Sekretariat dengan cara mengukur pencapa
telah disusun untuk bahan laporan dan kebj

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja |
rangka peningkatan karir, pemberian pengha
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kg
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaks

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimg

maupun tertulis berdasarkan kajian agar }
serta untuk menghindari penyimpangan; darn

penyusu
n, analis;
kepuasa
nsi kebu

n penget
toran &

[*

pelaksa
ian progi
akan ting

bawaha
besuai ke
rgaan dai
ppada pir
anaan ke

regiatan

erundang-undangan;

nan Standar
is beban kerja,
h masyarakat,

tuhan pegawal

ndalian fungsi-
igar terwujud

naan kegiatan
ram kerja yang
lak lanjut;

h berdasarkan

tentuan dalam
n sanksi;

npinan sebagai
giatan;

inan baik lisan
berjalan lancar




S.

C. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan K

Uraian tugas

da.

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

menyusun rencana dan program kegiatan
Kepegawaian berdasarkan peraturan perund

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebaga

tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pg
dan peraturan perundang-undangan agar

berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
serta memberikan arahan baik secara lisan maupu

kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi

baik vertikal maupun horizontal untuk 1
sinkronisasi

masukan, serta dalam rangka
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-un

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedom
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiata

melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat,
dokumentasi,

ketatalaksanaan, kehumasan,
kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan 4

memfasilitasi penyusunan analisis jabatan,

evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
standar pelayanan serta pengusulan form

merencanakan, memproses dan melaporkan

jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan per

tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud
sesuai dengan peraturan perundang-undang

melaksanakan koordinasi dengan unit kefja yang

fungsi layanan pengadaan dan Layan:
Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pe
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-

melaksanakan penatausahaan, inventarisa
semesteran dan tahunan untuk tertib admir
pengawasan, pengendalian, pemeliharaan a
tetap agar dapat digunakan optimal;

menyiapkan bahan dan menyusun lapors
secara rutin dan Dberkala serta mel

petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya

nn untuk

2N

set tidak

analisi
kepuasa

pengada

dan bar
AT,

an Peng
adaan b
dangan

51, dan
nistrasi s
et tetap

melihara

epegawa{an

teknis,

19

sesuai dengan

Subbagian Umum dan
ang-undangan dan hasil
i pedoman pelaksanaan

rngkajian permasalahan
pelaksanaan tugas

kompetensinya
h tertulis guna

dengan instansi terkait
hendapat
dan harmonisasi

an informasi,

dangan sesuai
melaksanakan

petunjuk
guna

perlengkapan,
perpustakaan,
tetap;

s beban kerja,
masyarakat,

nsi kebutuhan pegawai
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

lan barang dan
ighapusan aset
ang persediaan

melaksanakan
adaan Secara
arang dan jasa

pelaporan aset
srta melakukan
dan aset tidak

in  bidang kepegawaian

file/dokumen




. Nama Jabatan :

Uraian tugas

.

kepegawaian seluruh pegawai Dinas
administrasi kepegawaian;

menyiapkan bahan dan memproses usul
mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun,
pensiur
peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan

suami/isteri, tabungan asuransi

dan urusan kepegawaian lainnya;

melaksanakan urusan rumah tangga sert
akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-

penerimaan kunjungan tamu Dinas;

mengoordinasikan kegiatan pengamanan Kantor, ki

pertamanan agar tercipta lingkungan kan
aman dan nyaman;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Stand

Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum d

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Su

dan Kepegawaian dengan cara mengukur pq
yang telah disusun untuk bahan laporan
lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
rangka peningkatan karir, pemberian penghg

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kg

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan ke

menyampaikan saran dan pertimbangan kep
maupun tertulis berdasarkan kajian agar }
serta untuk menghindari penyimpangan; dar

melaksanakan tugas kedinasan lain dari g
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Kepala Bidang Pengendalian |
Berencana

menyusun rencana dan program kegiatal
Penduduk dan Keluarga Berencana |
perundang-undangan dan hasil evaluasi keg
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui p
dan peraturan perundang-undangan ag
berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jab;
serta memberikan arahan baik secara lisat
kelancaran pelaksanaan tugas,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi

baik vertikal maupun horizontal untuk mendapat
dan harmonisasi

masukan, serta dalam rangka sinkroni
pelaksanaan tugas;

gy

(taspe

for yang

hn Kepeg;

ncapaian

rgaan da

ada pimg
kegiatan
L

impinan

Pendudul

n  Bidang
berdasark

engkajian
ar

htan dan
1 maupu

dengan

sasi
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ina terciptanya tertib

an kenadikan pangkat,
pembuatan kartu

), pengiriman
leknis (bimtek),

la menyiapkan sarana,

apat maupun

ebersihan, dan
tertib, bersih,

ar Operasional
qwaian;

bbagian Umum
program kerja

dan kebijakan tindak

bawahan berdasarkan
sesuai ketentuan dalam

n sanksi;

epada pimpinan sebagai

giatan;

yinan baik lisan
berjalan lancar
sesuai dengan
< dan Keluarga

sy Pengendalian

an  peraturan

jatan tahun sebelumnya

permasalahan

pelaksanaan tugas

kompetensinya

n tertulis guna

nstansi terkait
kan informasi,
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menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedom

hn untuk

melaksanakan

kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas
berkaitan dengan kegiatan
pembinaan kesertaan ber-keluarga
penduduk dan informasi keluarga;

dan naskah Dinas yang

jaminan ber-keluarga berencana,
berencana,

pengendalian

mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis

di bidang pengendalian penduduk dan
Daerah;

keluarga| berencana di

mengoordinasikan dan melaksanakan pembjnaan teknis pelayanan,

administratif dan fasilitasi kegiatan jaminan

ber-keluarga berencana,

pembinaan Kkesertaan ber-keluarga befencana, | pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;
mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pelayanan

penanggulangan komplikasi/efek samping

keluarga berencana;

menyelenggarakan norma, standar prosedur
bidang pengendalian penduduk dan keluargg

dan kegagalan ber-

dan kriteria kegiatan di
berencana;

mengoordinasikan dan melaksanakan pengrimaan, penyimpanan,

pengendalian dan pendistribusian alat dan o

bat kontrasepsi;

mengoordinasikan dan melaksanakan upaya keter%ediaan sarana

dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pel

dan obat kontrasepsi di Daerah;

. mengoordinasikan pengembangan dan sinkfronisasi

anan dan alat

egiatan dalam

menyelenggarakan sistem pertukaran |informasi di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berendana di Daerah;

mengoordinasikan dan melaksanakan intensifikasi d ekstensifikasi
pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui
pengembangan  kemitraan dengan lembaga t%rkait melalui
Memorandum  of Understanding (MolU) guna  menunjang

pembangunan Daerah;

mengembangkan  potensi

dan peluang

kerjasama pelayanan

jaminan ber-keluarga berencana, pembinaan kesertaan ber-keluarga

berencana, pengendalian penduduk dan info

mengoordinasikan dan melaksanakan pene

Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penggndalian

keluarga berencana di Daerah;

rmasi keluarga;

rapan indikator Standar
penduduk dan

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian

dan Keluarga

Pendud
Berencana dengan cara mengukur pencapdian program kerja yang

telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan ti

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

ak lanjut;

bawahan berdasarkan
sesuai ketentuan dalam

rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelakganaan kegiatan;




E. Nama Jabatan :

Uraian Tugas

a.

menyampaikan saran dan pertimbangan kep
maupun tertulis berdasarkan kajian agar |
serta untuk menghindari penyimpangan; dar

melaksanakan tugas kedinasan lain dari p
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Kepala Bidang Keluarga Sejal
Keluarga

menyusun rencana dan program kegiatan Bi
dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebel

pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkaji
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ada pimpinan baik lisan
regiatan berjalan lancar

impinan ' sesuai dengan

tera danl Pemberdayaan

dang Keluarga Sejahtera
peraturan perundang-
nya sebagai

permasalahan

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas

berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan | kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisam rnaupulh tertulis guna

kelancaran pelaksanaan tugas,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi

masukan, serta dalam rangka sinkroni

pelaksanaan tugas;

dengan
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapa

jnstansi terkait
kan informasi,
sasi daP harmonisasi

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-u \dangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedo
kegiatan;

an untuk melaksanakan

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas| dan naskah Dinas yang
berkaitan dengan kegiatan advokasi dan pergerakan, pendayagunaan
petugas lapangan keluarga berencana dgn institusi masyarakat
perdesaan, serta ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga,

menyusun strategi, pedoman, serta petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan pgmberdayaan keluarga;

mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi,
dengan

penyelesaian masalah yang berkaitan

analisa dan
advokasi dan

penggerakan, pendayagunaan petugas laparngan keluarga berencana
dan institusi masyarakat perdesaan, serta Ketahanarn, kesejahteraan

dan kualitas keluarga;

mengoordinasikan dan  melaksanakan

peningkatan peran serta organisasi kemasgyarakatal
swadaya lainnya dalam kegiatan advokasi

pendayagunaan petugas lapangan keluarga

pembtlrdayaan dan
dan lembaga
dan penggerakan,
berencana dan institusi

masyarakat perdesaan, serta ketahanan, kesejahtera[ n dan kualitas

keluarga;

mengoordinasikan dan melaksanakan
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaar
penggerakan, pendayagunaan petugas lap
dan institusi masyarakat perdesaan, serta
dan kualitas keluarga;

upay[lzi terciptanya
program advokasi dan
gan keluarga berencana

etahanan, kesejahteraan

mengoordinasikan dan  melaksanakan|  upay tercapainya
peningkatan kualitas keluarga sejahtera, pengg mbangan dan
pembinaan melalui peningkatan advokasi dan{ penggerakan,




Nama Jabatan

Uraian Jabatan :

a.

pendayagunaan petugas lapangan keluarga

masyarakat perdesaan, serta ketahanan, kes

keluarga;

mengoordinasikan dan melaksanakan fagilitasi
kelembagaan dalam upaya mewujudkan keluarga

pemberdayaan keluarga;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayagn Keluar

pelaksa

dan
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berencana dan institusi
ejahteragn dan kualitas

penguatan
sejahtera dan

naan kegiatan
ga dengan cara

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk

bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja

bawahan berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja gesuai ketentuan dalam

rangka peningkatan karir, pemberian pengha

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kg
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaks

menyampaikan saran dan pertimbangan kep
maupun tertulis berdasarkan kajian agar k
serta untuk menghindari penyimpangan; dar

melaksanakan tugas kedinasan lain dari g
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pemenuhan Hak Anak

menyusun rencana dan program kegiatan)
Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

perundang-undangan dan hasil evaluasi keg

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
pelaksanaan tugas

dan peraturan perundang-undangan ag
berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jab;
serta memberikan arahan baik secara lisad
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi

baik vertikal maupun horizontal untuk mendapat

masukan, serta dalam rangka sinkroni
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perus

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untu

kegiatan;
menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas

berkaitan dengan kegiatan pengarusutamgan gend
hak anak, dan peningkatan kualitas hidup perempuat

dan

menyiapkan perumusan kajian,

Kepala Bidang Pemberdayaan Pe

koordinhasi

rgaan da

tpada pin
anaan ke
ada pimp
tegiatan

impinan

Bidang

Ar

atan dan
1 maupu

dengan 1

isasi dal

ndang-u

n sanksi;

npinan sebagai
giatan;

dinan baik lisan
berjalan lancar

sesuai dengan

rempuan dan

Pemberdayaan

berdasarkan peraturan
jatan tahun sebelumnya

permasalahan

kompetensinya
n tertulis guna

instansi terkait
kan informasi,
n harmonisasi

dangan sesual
melaksanakan

dan naskah Dinas yang

er, pemenuhan
15

sinkronisasi

penerapan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pembe¢rian bimbingan
teknis dan supervisi penerapan kebijakan pgngarusutamaan gender,
pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas hidup perempuan;




menyiapkan penguatan dan pengemb
layanan dalam mewujudkan kesetaraan
anak, peningkatan kualitas hidup perer

angan

perempuan dan anak secara komprehengif sesuai

perundang-undangan;

menyiapkan pengumpulan, pengolahan, 3
informasi gender dan anak;

nalisis,

1
| gender,
npuan, serta perlindungan
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embaga penyedia
pemenuhan hak

dengan peraturan

enyajian data dan

menyiapkan pelembagaan pengarustamaan gendef, pemenuhan hak

anak, dan peningkatan kualitas hidup pe

melaksanakan pemantauan dan evaly
Bidang Pemberdayaan Perempuan daj
dengan cara mengukur pencapaian f
disusun untuk bahan laporan dan kebijal

mengevaluasi dan menilai prestasi ke

rempuan

asi

xan tind

rjia baw

sasaran kerja pegawai dan perilaku ker
rangka peningkatan karir, pemberian p

ja sesual
argaar

pelaksanaan kegiatan
n Pemenuhan
program |kerja yang telah

Hak Anak

lanjut;

an berdasarkan
ketentuan dalam
| dan sanksi;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatanh kepada pimpinan sebagai

wujud akuntabilitas dan transparansi pe

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada p
ar kegiati

maupun tertulis berdasarkan kajian agj
serta untuk menghindari penyimpangan;

melaksanakan tugas kedinasan lain daj
tugas dan fungsi unit kerjanya.

ri pimpin

sanaar

dan

1 kegiatan;
impinan baik lisan
an berjalan lancar

jan sesuai dengan




